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Semarang, 18 Februari 2026 

Nomor : B/100.3/73/2026 

Sifat : Segera 

Lampiran : - 

Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati 

Karanganyar 

 
Yth. Bupati Karanganyar 

di 

KARANGANYAR 
 
 
 

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3/196 tanggal 6 Februari 2026 Hal Permohonan Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati 

Karanganyar tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai berikut : 

 

 
1. Pasal 18 ayat (1) terkait pengurangan TPP berdasarkan penilaian tingkat kehadiran agar 

disesuaikan dengan Bab VI Nomor 3 huruf b keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2 - 

1287 tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah. 

2. Pasal 20 ayat (1) huruf a terkait sanksi Kewajiban pelaporan LHKPN agar disesuaikan dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri no 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 

3. Pasal 21 terkait penempatan pegawai pada jabatan agar disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan 

minimum seperti yang sudah dipersyaratkan pada setiap jabatan. 

4. Pasal 23 huruf a dan huruf b agar dicermati kembali terkait penulisan. 

 
Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan 

dalam Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera 

ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti. 

 
 
 
 

 
a.n. Gubernur Jawa Tengah 

Sekretaris Daerah 

 
 
 

 
Sumarno, SE, MM 

Pembina Utama Madya 

NIP 197005141992021001 

 
TEMBUSAN: 

1. Menteri Dalam Negeri; 

2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan); 

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan); 

4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri; 

5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah; 

6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. 


